
BUPAT1 DOMPU 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT • 

PERATURAN BUPATI DOMPU ; - ' 
N O M O R ^ ^ TAHUN 2018 : 

/ ..TENTANG . \ 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG M AHA ESA 

BUPATI DOMPU, 

Menimbang : bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 T a h u n ; 2008 tentang Sistem 
Pengendalian In te rn Pemerintah, per lu menetapkan 
Peraturan B u p a t i tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern d i L ingkungan . Pemerintah .Daerah 
Kabupaten Dompu ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 T a h u n 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah T ingkat I I Da lam Wilayah 
Daerah-daerah T ingkat I Ba l i , Nusa Tenggara Barat dan 

. Nusa Tenggara T i m u r (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor. 1 T a h u n 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor Tambahan Lembaran* 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); ' *. 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5597) 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i , t e rakh i r 
dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang 
Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5679); . ' • • . . 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia, Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian In te rn Pemerintah (Lembaran 



Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 127, 
Tambahan Negara Republ ik Indonesia Nomor 4890); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten D o m p u Nomor 11 T a h u n 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah T a h u n 2006 Nomor 7, Tambahan 
I x m b a r a n Daerah Kabupaten D o m p u Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN v PEMERINTAH D I 
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DOMPU. 

- Bab I • ; i , 
KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupten Dompu . 
2. Pemerintah Daerah adalah B u p a t i sebagai u n s u r 

pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang m e m i m p i n 
pelaksanaan u r u s a n pemer intahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupa t i adalah B u p a t i D o m p u . 
4., Pcrangkat Daerah adalah u n s u r pemban tu B u p a t i 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Inspektorat Kabupaten D o m p u yang se lanjutnya 
d isebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang 
merupakan aparat pengawasan in t e rn pemer intah yang 
bertanggungjawab Iangsung kepada Bupa t i ; 

6. Sistem Pengendalian In t e rn yang selanjutnya d is ingkat 
(SPI) adalah proses yang integral pada t i ndakan dan 
kegiatan yang d i l a k u k a n secara terus menerus oleh 
p imp inan dan se luruh pegawai u n t u k member ikan 
keyakinan memadai atas tercapainya t u j u a n organisasi 
mela lu i kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan 
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

7. Sistem • Pengendalian In t e rn Pemerintah, yang 
selanjutnya dis ingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian 
In te rn yang diselenggarakan secara menye lu ruh 
terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan 
Kebijakan serta Pcrencanaan, Penganggaran, dan 
Pelaksanaan anggaran d i L ingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten D o m p u . 

8. Pengawasan In t e rn adalah se luruh proses kegiatan aud i t , 
rev iu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
la in terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
organisasi da lam rangka member ikan keyak inan yang 
memadai bahwa kegiatan te lah d i laksanakan sesuai 
dengan to lak u k u r yang telah d i te tapkan secara efektif 
dan efesien u n t u k kepentingan . p imp inan da lam 
mewujudkan tata Kepemerintahan Daerah yang baik. 



9. Satuan tugas ^Sistem Pengendalian In t e rn Pemerintah 
Kabupaten D o m p u yang selanjutnya d is ingkat menjadi 
Satgas SPIP Kabupaten Dompu adalah aparat pclaksana 
penyelenggaraan SPIP Kabupaten Dompu. 

10. Satuan tugas ; Sistem Pengendalian In t e rn Pemerintah 
sa tuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang 
selanjutnya dis ingkat menjadi - Satgas SPIP OPD 
Kabupa t en ; D o m p u adalah yv aparat pelaksana 
penyelenggaraan SPIP Kabupaten D o m p u pada t ingka t 
OPD d i Kabupaten Dompu. 

11 . Aud i t adalah. Proses ident i f ikasi masalah, anal is is, dan 
evaluasi . b u k t i yang d i l akukan : secara independen, 
obyekti f dan t professional berdasarkan standar aud i t , 
u n t u k m e n i l a i : kebenaran, kecermatan, kred ib i l i tas , 
efektivitas, efesiensi, dan . keandalan in fonnas i 
pelaksanaan tugas dan fungsi Instans i Pemerintah. 

12. Reviu, ada lah ; penelaahan u lang b u k t i - b u k t i s u a t u 
kegiatan u n t u k memast ikan bahwa. kegiatan tersebut 
telah d i laksanakan sesuai dengan ke tentuan , standar, 
rencana a tau no rma yang telah d i te tapkan. 

13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan memband ingkan 
hasi l a t a u ' prestasi sua tu kegiatan dengan standar, 
rencana, a tau no rma yang telah d i te tapkan, dan 
menentukan faktor- faktor ; ; yang - mempengaruhi 
k e b e r h a s i l a n a t a u kegagalan sua tu kegiatan da lam 
mencapai t u j u a n . 

14. Pemantauan adalah proses peni la ian kemajuan s u a t u 
program a tau i kegiatan d a l a m ; mencapai t u j u a n yang 
telah d i te tapkan. ' - -; • 

15. Kegiatan Pengawasan la innya - adalah kegiatan 
. pengawasan yang antara l a in berupa - sosialisasi 
mengenai pengawasan, pendid ikan, dan pe lat ihan 
pengawasan, pembimbingan dan konsul tas i , pengelolaan 
hasi l pengawasan, dan pemaparan hasi l pengawasan. 

16. Pctunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah 
Petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bupa t i D o m p u 
tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebi jakan 
strategi, metodelogi penerapan, dan . pengintegrasian 
se lu ruh akt i f i tas manajemen Pemerintahan daerah, 
u n t u k memast ikan bahwa se luruh unsur - SPIP te lah 
terbangun da lam program/kegiatan Pemerintahan 
Daerah/perangkat Daerah da lnm rangka menjamin 
pencapaian t u j u i m yang d i te tapkan. 

Pasal 2 

(1) . U n t u k mencapai pengelolaan keuangan Daerah yang 
efektif, efesien, t ransparan, dan . akuntabe l , Bupa t i 
me lakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 
Pemerintahan. 

(2) . Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 
pemer intahan ..-sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
d i laksanakan ' dengan berpedoman pada Sistem 
Pengendalian In t e rn Pemerintahan sebagaimana d i a tu r 
da lam Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2008 



tentang Sistem Pengendalian In t e rn ; Pemerintahan dan 
peraturan pelaksanaannya. -.-;sA , 

(3). Sistem Pengendalian In t e rn Pemerintahan sebagimana 
d imaksud pada ayat (2) ber tu juan u n t u k member ikan 
keyakinan yang memadai bagi .tercapainya^ efektivitas 
dan efesiensi pencapaian t u j u a n penyelenggaraan 
Pemerintahan Kabupaten Dompu , keandalan pelaporan 
keuangan , ; pengamanan aset ;;daerah, dan ketaatan 
terhadap Petaturan Perundang-undangan. 

BAB I I 
PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN DOMPU 

Pasal 3 : 

(1) Perangkat daerah d i l ingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten D o m p u wajib menerapkan SPIP sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 2 ayat (2) yang me l i pu t i Unsur : 
a. l ingkungan pengendalian; 
b. peni la ian resiko; -
c. kegiatan pengendalian; •••'X 
d. in formasi dan komun ikas i ; dan • 
e. pemantauan Pengendalian in t e rn . 

(2) Penerapan u n s u r SPIP sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d i laksanakan menyatu dan menjadi bagian integral 
dar i kegiatan perangkat daerah. 

Bagian Kcdua 
L ingkungan Pengendalian 

Pasal 4 

P impinan Ins tans i : Pemerintah . w a j i b \ menc iptakan dan 
memel ihara l ingkungan pengendalian yang men imbu lkan 
per i l aku posit i f dan kondus i f u n t u k . penerapan Sistem 
Pengendalian In t e rn da lam l ingkungan kerjanya mela lu i : 
a. penegakan integritas dan n i la i et ika; \. ; • •. ' 
b. komi tmen terhadap kompetensi ; 
c. kepemimpinan yang kondusi f ; . :; 
d. pembentukan s t r u k t u r organisasi yang sesuai dengan 

kebu tuhan ; r 
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
f. penyusunan dan penerapan rkebijakan yang sehat 

tentang pembinaan sumber daya manusia ; 
g. perwujudan peran aparat pengawasan in t e rn pemer intah 

: yang efektif;' /- • r 
h . hubungan kerja yang ba ik dengan ins tans i pemer intah 

terkait . ' - -// 

Pasal 5 

Penegakan integritas dan n i l a i et ika sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 4 h u r u f a sekurang-kurangnya d i l a k u k a n 
dengan: ; . 



a. menyusun dan menerapkan a tu ran per i laku; 
b. member ikan keteladanan pelaksanaan a tu ran per i l aku 

pada setiap t ingkat p imp inan instans i pemer intah; 
c. menegakkan t indakan d is ip l in yang tepat atas 

penyimpangan terhadap kebi jakan dan prosedur, a tau 
pelanggaran terhadap a tu ran per i l aku ; . 

d . menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya 
intervensi a t au pengabaian pengendalian in te rn ; dan 

e. menghapus kebi jakan a tau penugasan yang dapat 
mendorong per i l aku t idak etis. ; 

Pasal 6 

Komi tmen terhadap kompetensi sebagaimana d i m a k s u d 
da lam Pasal 4 h u r u f b sekurang-kurangnya d i l akukan 
dengan: _ 
a. mengident i f ikasikan dan menetapkan kegiatan yang 

d i b u t u h k a n u n t u k menyelesaikan tugas dan fungsi pada 
masing-masing posisi da lam ins tans i pemer intah daerah; 

b. menyusun standar kompetensi u n t u k setiap tugas d a n 
fungsi pada masing-masing posisi da lam ins tans i 
pemer intah daerah; 

c. menyelenggarakan pe lat ihan dan pembimbingan u n t u k 
membantu pegawai mempertahankan dan men ingkatkan 
kompetensi pekerjaannya; dan 

d. ^ memi l ih p imp inan ins tans i pemer intah yang memi l i k i 
kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang 
luas da lam pengelolaan instans i pemer intah daerah. 

Pasal 7 

Kepemimpinan yang kondus i f sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 4 h u r u f c sekurang-kurangnya d i t u n j u k k a n 
dengan: .• 
a. memper t imbangkan resiko \ da lam pengambi lan 

keputusan ; 
b. menerapkan manajemen berbasis kinerja; 
c. mendukung fungsi t e r tentu da lam penerapan spip; 
d . me l indung i atas aset dan informasi dar i akses dan 

penggunaan yang t idak sah; 
e. me lakukan interaks i secara intensi f dengan pejabat pada 

t ingkatan yang leb ih rendah; 
f. merespon secara posit i f terhadap pelaporan yang 

berkai tan dengan keuangan, penganggaran, program, 
dan kegiatan. 

Pasal 8 : 
i 

(1) Pembentukan s t r u k t u r organisasi yang sesuai dengan 
kebu tuhan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 h u r u f 
d sekurang-kurangnya d i l akukan dengan: 
a. menyesuaikan dengan u k u r a n dan sifat kegiatan 

ins tans i pemer intah; 
b. member ikan kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab dalam instans i pemer intahan; 



c. member ikan kejelasan hubungan dan jen jang 
pelaporan in t e rn da lam ins tans i pemer intah daerah; 

d. melaksanakan evaluasi d a n penyesuaian per iodik 
terhadap s t r u k t u r organisas i . sehubungan dengan 
perubahan l ingkungan strategis; dan 

c. menetapkan j u m l a h pegawai yang sesuai, t e ru tama 
u n t u k posisi p imp inan . 

(2) Penyusunan s t r u k t u r organisasi sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-

: undangan. . ; . ''::\i'f- / ; • 

Pasal 9 

Pendelcgasian wcwcnang dan tanggung j awab yang tepat 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 4 h u r u f c sekurang-
kurangnya d i laksanakan dengan imemperhat ikan -ha l -ha l 
scbagai ber ikut : 
a. we wen an g d iber ikan kepada pegawai yang tepat sesuai 

dengan t ingkat tanggung jawabnya da lam rangka 
pencapaian t u j u a n ins tans i pemerintah; 

b. pegawai yang d iber i wewenang sebagaimana d imaksud 
da lam h u r u f ^ a memahami ; bahwa -: wewenang dan 
tanggung j awab yang d iber ikan terka i t dengan p ihak l a in 
da lam ins tans i pemer intah yahg bersangkutan; dan 

c. pegawai yang diber i wewenang sebagaimana d imaksud 
da lam h u r u f b memahami bahwa pelaksanaan wewenang 
dan tanggung jawab terka i t dengan penerapan sistem 
pengendal ian i n t e r n pemer intahan daerah. 

Pasal 10 

(1) Penyusunan dan penerapan . kebi jakan yang sehat 
tentang pembinaan sumber daya manus ia sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 4 h u r u f f d i laksanakan dengan 
memperhat ikan sekurang -kurangnya . ha l -ha l sebagai 
ber ikut : 
a. penetapan kebi jakan dan prosedur sejalc r ek ru tmen 

sampai dengan pemberhent ian pegawai; 
b. pene lusuran latar belakang calon pegawai da lam 

proses r ek ru tmen ; dan . -
c. supervisi per iodik yang memadai terhadap pegawai. 

(2) Penyusunan dan penerapan; kebi jakan pembinaan 
sumber daya manus ia sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) berpedoman pada pera turan perundang-undangan, 

Pasal 11 

Perwujudan peran aparat pengawasan in t e rn Pemerintah 
yang efektif sebagaimana d imaksud da lam pasal 4 h u r u f g 
sekurang-kurangnya harus : ; 
a. member ikan keyak inan yang memadai atas ketaatan, 

kehematan, efesien,si, dan efektivitas pencapaian t u j u a n 
penyelenggaraan tugas dan fungsi ins tans i pemer intah; 



b. member ikan *. per ingatan d in i dan men ingkatkan 
cfektivitas manajemen resiko da lam penyelenggaraan 
tugas dan fungsi instans i pemer intah; d a n ' i 

c. memel ihara dan meningkatkan kual i tas tata kelola 
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemer intah. 

Pasal 12 : 

Hubungan kerja : yang baik dengan <. Instansi Pemerintah 
terka i t sebagaimana d imaksud da lam Pasal 4 h u r u f h 
d iwu judkan dengan adanya mekanisme sal ing u j i an tar 
Instans i Pemerintah terka i t . 

Bagian Ketiga 
Penilaian Resiko 

Pasal 13 

(1) P impinan Instans i Pemerintah wajib me lakukan 
peni laian resiko. 

(2) Penilaian resiko sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
terdir i atas: 
a. idcnt i f ikas i resiko; dan , 
b. analisis resiko. 

(3) Dalam rangka peni laian resiko sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) p imp inan Instansi Pemerintah menetapkan: 
a. t u j u a n instans i pemer intah; d a n ; 

b. t u j u a n pada t ingkatan kegiatan, dengan berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan. . 

Pasal 14 

(1) Tu juan Instansi Pemerintah sebagaimana d imaksud 
da lam pasal 13 ayat (3) h u r u f a memuat pernyataan dan 
arahan yang spesifik, t e rukur , dapat dicapai , real ist is, 
dan ter ikat w a k t u . 

(2) Tu juan Instans i Pemerintah sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) wajib d ikomun ikas ikan kepada se luruh 
Pegawai. 

(3) U n t u k mencapai t u j u a n Instansi Pemerintah 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) p imp inan Instansi 
Pemerintahan menetapkan: 
a. stratcgi operasional yang konsisten; dan 
b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana 

penilaian resiko. 

, Pasal 15 

Penetapan t u j u a n pada t ingkatan kegiatan sebagaimana 
d imaksud dalam pasal 13 ayat (3) h u r u f b sekurang-
kurangnya d i l akukan dengan memperhat ikan ke tentuan 
sebagai ber ikut : • 
a. berdasarkan pada tu juan dan rencana strategis instans i 

pemerintah; v^U . •• 



b. sal ing melengkapi, sa l ing : menunjang, dan t idak 
bertentangan satu dengan yang la innya; . ; ; 

c. = relevan dengan se lu ruh kegiatan : u t a m a ins tans i 
pemer intah; h:- • ' -

d . mcngandung u n s u r kr i t e r ia pengukuran ; 
c. d i d u k u n g sumber daya ins tans i pemerintah daerah yang 

c u k u p ; dan . \, -L" : 
f. me l ibatkan se lu ruh t ingkat da lam proses penetapannya. 

Pasal 16 

Ident i f ikasi Resiko sebagaimana d imaksud da lam Pasal 13 
ayat (2) h u r u f a sekurang-kurangnya d i laksanakan dengan: 
a. menggunakan metodelogi yang sesuai u n t u k . t u j u a n 

instans i pemer intah dan tu juan pada t ingkatan kegiatan 
secara komprehensif ; . r ; 

b. menggunakan mekanisme yang memadai u n t u k 
mcngenali resiko dan faktor eksternal dan faktor 
in terna l ; 

c. meni la i faktor l a in yang dapat men ingkatkan resiko; dan 
d. mcngelompokkan hasi l ident i f ikasi resiko da lam resiko 

rendah, resiko scdangdan resiko t inggi; 

Pasal 17 

(1) Analisis resiko sebagaimana d imaksud da lam Pasal 13 
ayat (2) h u r u f b d i laksanakan u n t u k menentukan 
dampak dar i resiko yang te lah di ident i f ikasi terhadap 
pencapaian t u j u a n Instans i Pemerintah. 

(2) P impinan Instansi Pemerintah menerapkan pr ins ip 
kehat i -ha t ian - da lam menentukan t ingkat resiko yang 
dapat d i ter ima. . 

Bagian Kccmpat 
Kegiatan Pengendalian 

Pasal 18 . 
- - - n 

(1) P impinan Instansi Pemerintah wajib menyelcnggarakan 
kegiatan pengendalian sesuai - d e n g a n u k u r a n , 
kompleksitas dan sifat da r i tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah yang bersangkutan. ; -

(2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memi l ik i 
karakter is t ik sebagai ber ikut : 'i . % . 
a. kegiatan pengendalian d iu tamakan pada kegiatan 

pokok instans i pemer intah; ' •* 
b. kegiatan ' pengendalian ha rus i d ika i tkan dengan 

proses peni la ian resiko; 
c. kegiatan pengendalian yang .j d i p i lh d isesuaikan 

dengan sifat k h u s u s ins tans i pemerintah; 
d . prosedur yang telah d i te tapkan harus d i laksanakan 

sesuai yang d i te tapkan secara ter tu l is ; dan 



e. kegiatan pengendalian dievaluasi secara te ra tur 
u n t u k memast ikan bahwa kegiatan tersebut mas ih 
sesuai dan berfungsi sepcrti yang d iharapkan . 

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) t c rd i r i atas: 
a. r c v iu atas k iner ja ins tans i pemer intah yang 

bersangkutan; 
b. pembinaan sumber daya manusia ; 
c. pcngedalian atas pengelolaan sistem informasi ; 
d. pengendalian f is ik atas aset; ' 
e. penetapan dan rev iu atas; ind ikator dan u k u r a n 

kinerja; 
f. pemisahan fungsi; 
g. otorisasi atas t ransaks i dan kejadian yang pent ing; 
h. pencatatan yang akura t dan tepat w a k t u atas 

t ransaks i atas kejadian; 
i . pembatasan atas sumber daya dan pencatatannya; 

dan 
k. dokumentas i yang ba ik atas sistem pengendalian 

in t e rn serta t ransaksi . 

Pasal 19 

Reviu atas kiner ja Instans i Pemerintah sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 18 ayat (3) h u r u f a d i laksanakan 
dengan mcmband ingkan kinerja dengan tolak u k u r kiner ja 
yang d i te tapkan. L k 

Pasal 20 

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib me lakukan 
pembinaan sumber daya manus ia sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 18 ayat (3) h u r u f b. 

(2) Dalam me lakukan pembinaant sumber daya manus ia 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), p imp inan Instansi 
Pemerintah harus sekurang-kurangnya: 
a. mengkomunikas ikan vis i , mis i , t u j u a n , n i la i dan 

strategi instans i kepada pegawai; . 
b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan 

sumber daya manus ia yang m e n d u k u n g pencapaian 
visi dan mis i ; 

c. membuat u ra i an j aba tan , prosedur r ek ru tmen , 
program pendid ikan dan pelat ihan pegawai sistem 
kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas 
pegawai, ke tentuan d is ip l in , sistem peni la ian kiner ja, 
serta rencana pengembangan kar i r . 

Pasal 21 

(1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem in formasi 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 ayat (3) h u r u f c 
d i l akukan u n t u k memast ikan akuras i dan kelengkapan 
informasi . : :y~: 

(2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 



a. pengendalian u m u m ; dan 
b. pengendalian apl ikasi . 

Pasal 22 \ 

Pengendalian u m u m sebagaimana d imaksud dalam Pasal 21 
ayat (2) h u r u f a t c rd i r i atas: ., . . . 
a. pengamanan sistem informasi ; 
b. pengendalian atas akses; 
c. pengendalian . atas pengembangan dan perubahan 

perangkat l u n a k apl ikasi ; = " ^ i 
d. pengendalian atas perangkat l u n a k sistem; 
e. pemisahan tugas; dan 
f. kont inu i tas pelayanan. C.. 

Pasal 23 ; 

Pengamanan sistem informasi sebagaimana d imaksud da lam 
pasal 22 h u r u f a se lo i rang-kurangnya mencakup: 
a. pelaksanaan peni laian resiko secara periodik yang 

komprehensif ; \:%: -j--'~ri - ." 

b. pengembangan rencana ; yang secara je las 
menggambarkan program pengamanan serta kebi jakan 
dan prosedur yang mendukungnya ; •. 

c. penetapan organisasi u n t u k mcngimplemcntas ikan dan 
mengelola program pengamanan; 

d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas; 
e. implementasi kebi jakan yang efektif atas sumber daya 

manus ia terka i t dengan program pengamanan; 
f. pemantauan cfektifitas program pengamanan dan 

me lakukan perubahan program pengamanan j i k a 
d ipc r lukan . 

Pasal 24 

Pengendalian atas akses sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 22 h u r u f b sekurang-kurangnya mencakup: 
a. klasi f ikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan 

kepentingan dan sensitivitasnya; 
b. ident i f ikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke 

informasi secara formal; 
c. pengendalian f is ik dan pengendalian logik u n t u k 

mencegah dan mendetcksi akses yang t idak diotorisasi ; 
dan 

d. pemantauan atas akses ke sistem informasi investigasi 
atas pelanggaran, serta t indakan pcrba ikan dan 
penegakan d is ip l in . 

Pasal 25 

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat 
l u n a k apl ikas i sebagaimana d imaksud da lam Pasal 22 h u r u f 
c selcurang-kurangnya mencakup: 
a. otorisasi atas fitur pemprosesan sistem informasi dan 

modif ikasi program; . 



b. penguj ian dan persetujuan atas se luruh perangkat l u n a k 
yang b a r u dan yang d i m u t a k h i r k a n ; dan 

c. penetapan prosedur u n t u k memast ikan terselenggaranya 
pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak . 

Pasal 26 

Pengendalian atas perangkat l u n a k sistem sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 22 h u r u f d sekurang-kurangnya 
mencakup: ; J .c y } 
a. pcmbatasan akses kc perangkat l unak sistem 

berdasarkan tanggung j awab pekerjaan dan dokumentas i 
atas otorisasi akses; 

b. pengendalian d a n pemantauan atas akses dan 
penggunaan perangkat l u n a k sistem; dan 

c. pengendalian atas perubahan yang d i l akukan terhadap 
perangkat l u n a k sistem. 

Pasal 27 

Pemisahan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 22 
h u r u f e sekurang-kurangnya mencakup: 
a. identi f ikasi tugas yang t idak dapat d igabungkan dan 

penetapan k ib i jakan u n t u k memisahkan tugas tersebut; 
b. penetapan pengendalian akses u n t u k pelaksanaan 

pemisahan tugas; dan 
c. pengendalian atas kegiatan pegawai me la lu i penggunaan 

prosedur, supervise, dan rev iu. 

Pasal 28 

Kont inu i tas pelayanan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
22 h u r u f f sekurang-kurangnya mencakup: 
a. peni la ian, pemberian pr ior i tas , ••. dan pengident i f ikasikan 

sumber daya p endukung atas kegiatan komputer isas i 
yang k r i t i s dan sensitif; 

b. langkah- langkah pencegahan dan min imal i sas i potensi 
kerusakan terhent inya operasi komputer ; 

c. pengembangan dan pendokumentas ian rencana 
komprehensi f u n t u k mengatasi kejadian t i dak terduga; 

• dan . • 
d . pengujian secara berkala atas rencana u n t u k mengatasi 

kejadian t idak terduga dan me lakukan penyesuaian j i k a 
d iper lukan. 

Pasal 29 

Pengendalian apl ikas i sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
21 ayat (2) h u r u f b te rd i r i atas: 
a. pengendalian otorisasi; •;• -
b. :- pengendalian kelengkapan; f. --'L'.-
c. pengendalian akurqs i ; dan 
d. pengendalian terhadap kcndala pemrosesan dan file 

data. 



Pasal 30 

Pengendalian otorisasi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
29 h u r u f a sekurang-kurangnya mencakup: • _ 
a. pengendalian terhadap dokumen sumber; ' 
b. pengesahan atas dokumen sumber; 
c. pembatasan akses ke te rmina l ent r i data; dan 
d. penggunaan file i n d u k dan laporan k h u s u s u n t u k 

memast ikan bahwa se luruh data yang diproses telah 
diotorisasi. : : 

Pasal 31 . 

Pengendalian kelengkapan sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 29 h u r u f b sekurang-kurangnya mencakup: 
a. pengentrian dan pemrosesan se luruh t ransaks i yang 

telah diotorisasi ke da lam komputer ; d a n 
b. pelaksanaan rekonsi l iasi data u n t u k memveri f ikasi 

kelengkapan data. i 

Pasal 32 : : 

Pengendalian akuras i sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
29 h u r u f c sekurang-kurangnya mencakup: 
a. penggunaan desain ent r i data u n t u k m e n d u k u n g akuras i 

data; 
b. pelaksanaan validasi data u n t u k mengidenti f ikasi data 

yang salah; . 
c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data 

yang salah dengan segera; dan 
d. rev iu atas laporan ke luaran u n t u k memper tahankan 

\ akuras i dan validasi data. 

Pasal 33 ; 

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file da ta 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 29 h u r u f d sekurang-
kurangnya mencakup: 
a. penggunaan prosedur yang memast ikan bahwa hanya 

program dan file data versi t e rk in i d i gunakan selama 
pemrosesan; 

b. penggunaan program yang memi l i k i prosedur u n t u k 
memveri f ikasi bahwa versi file komputer yang sesuai 
d i gunakan selama pemrosesan; 

c. penggunaan program yang memi l i k i prosedur u n t u k 
mcngecck internal file header labels scbelum 
pemrosesan; darv 

d. penggunaan apl ikas i yang mencegah perubahan file 
secara bersamaan. 

Pasal 34 

(1) P impinan Instansi Pemerinfah wajib melaksanakan 
pengendalian f is ik atas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 18 ayat (3) h u r u f d . 



(2) Dalam melaksanakan pengendalian f is ik atas aset 
sebagaimana d imaksud pada ayat ( l ) , ' p imp inan Instans i 

. Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, 
dan mengkomunikas ikan kepada se luruh pegawai: 
a. r encana ; ident i f ikasi , kebi jakan, dan prosedur 

pengamanan f is ik; d a n .i ... 
b. rencana pcmu l ihan setelah bcncana. 

Pasal 35 . 

(1) P impinan Ins tans i Pemerintahan wajib menetapkan dan 
mereviu ind ika tor dan u k u r a n k iner ja sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 18 ayat (3) h u r u f e. 

(2) Da lam melaksanakan penetapan dan rev iu ind ika tor dan 
pengukuran k iner ja sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), p imp inan Instans i Pemerintah harus : 
a. menetapkan u k u r a n d a n ind ikator k iner ja ; 
b. mereviu dan me l akukan val idasi secara per iodik atas 

ketetapan dan keandalan u k u r a n dan ind ikator 
kinerja; 

c. mengevaluasi faktor peni laian pengukuran kiner ja; 
dan 

d. membandingkan secara terus-menerus data capaian 
kinerja dengan sasaran : yang d i te tapkan dan 
sel isihnya dianalisis lebih lan jut . 

Pasal 36 

(1) P impinan Instans i Pemerintah wajib me lakukan 
pemisahan fungsi sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
18 ayat (3) h u r u f f. 

(2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), p imp inan Instans i Pemerintah 
harus menjamin bahwa se luruh aspek u t a m a t ransaks i 
a tau kejadian t idak d ikenda l ikan oleh 1 (satu) orang. 

Pasal 37s \ 

(1) P impinan Instansi Pemerintah wajib me lakukan otorisasi 
atas t ransaks i dan kejadian yang pent ing sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 18 ayat (3) h u r u f g. 

(2) Da lam me lakukan otorisasi atas t ransaks i dan kejadian 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) p imp inan Instans i 
Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikas ikan 
syarat dan ke tentuan otorisasi kepada se luruh pegawai. 

Pasal 38 

(1) P impinan Instansi Pemerintah . wajib me lakukan 
pencatatan yang akura t dan tepat w a k t u atas t ransaks i 
dan kejadian sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 
ayat (3) h u r u f h . . : T : . 

(2) Da l amf me lakukan pencatatan. yang a k u r a t dan tepat 
w a k t u sebagaimana d imaksud ; pada ayat (1) p imp inan 
Instans i Pemerintah per lu memper t imbangkan: 



a. t ransaks i ;dan kejadian d ik lar i f ikas ikan dengan tepat 
dan dicatat segera; 

b. ; k lasi f ikasi dan pencatatan yang t e p a t d i laksanakan 
da lam se luruh s ik lus t ransaks i a tau kejadian. 

Pasal 39 -

(1) P impinan Instans i Pemerintah wajib membatasi akses 
atas . sumber:.1 daya dan :j pencatatannya sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 18 ayat (3) h u r u f I dan 
menetapkan akuntab i l i tas terhadap sumber daya dan 
pencatatannya sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18 
ayat (3) h u r u f j . 

(2) Da lam 1 melaksanakan pembatasan akses atas sumber 
daya dan pencatatannya sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), P impinan Instans i Pemerintah wajib 
member ikan akses hanya kepada pegawai yang 
berwenang dan me lakukan rcv iu atas pembatasan 
terse bu t secara berkala. 

(3) Dalam menetapkan akuntab i l i tas terhadap sumber daya 
dan pencatatannya sebagaimana. d imaksud pada ayat 
(1),; P impinan v Instans i Pemerintah wa j ib/ .menugaskar i 
pegawai yang bertanggung jawab terhadap peny impanan 
sumber daya dan pencatatannya serta me lakukan reviu 
atas penugasan tersebut secara berkala. 

Pasal 40 : 

(1) P impinan Instans i Pemerintah w a j i b menyelenggarakan. 
dokumentas i yang ba ik atas Sistem Pengendalian In te rn 
serta t ransaks i dan kejadian pent ing sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 18 ayat (3) h u r u f k, 

(2) Dalam menyelenggarakan dokumentas i yang ba ik 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) p imp inan Ins tans i 
Pemerintah wajib memi l i k i , mengelola, memel ihara, dan 
secara berkala m e m u t a k h i r k a n dokumentas i yang 
mencakup se luruh Sistem Pengendalian Tntcrn serta* 
t ransaks i dan kejadian penting. 

Bagian Kcl ima 
, Informasi dan Komunikas i ; 

Pasal 41 

P impinan Instans i Pemerintah wajib mengidenti f ikasi , 
mencatat, dan mengkomunikas ikan informasi da lam ben tuk 
dan w a k t u yang tepat. 

Pasal 42 

(1) Komunikas i atas in formasi sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 4 1 waj ib diselenggarakan secara efektif. 

(2) U n t u k menyelenggarakan komun ikas i yang efektif 
.sebagaimana d imaksud pada (1), P impinan Instans i 
Pemerintah harus sekurang-kurangnya: 



a. menycdiakan dan memanfaatkan berbagai b e n t u k 
dan sarana komun ikas i ; dan 

b. mcngelola, mengembangkan, dan mcmpcrba ru i 
sistem informasi secara terus menerus. 

Bagian Keenam . 
Pemantauan Pengendalian In t e rn 

Pasal 43 . 

(1) P impinan Instans i Pemerintah wajib me lakukan 
pemantauan Sistem Pengendalian In te rn sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) : d i laksanakan me la lu i 
pemantauan bcrke lan jutan, evaluasi terpisah, dan t indak 
lan ju t rekomendasi has i l aud i t d a n rev iu la innya. 

(2) Pemantauan Sistem Pengendalian In t e rn sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) ; d i laksanakan me la lu i 
pemantauan berke lanjutan, evaluasi terpisah, dan t indak 
lan jut rekomendasi has i l aud i t d a n rev iu la innya. ; 

Pasal 44 :-

Pemantauan berke lanjutan sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan me la lu i kegiatan 
pengelolaan r u t i n , supervisi , pembandingan, rekonsi l iasi , 
dan t indakan la in yang terkai t da lam pelaksanaan tugas. 

Pasal 45 

(1) Evaluasi terpisah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 43 
ayat (2) diselenggarakan me lau i peni la ian sendir i , rev iu, 
dan penguj ian efektivitas Sistem Pengendalian In t e rn . 

(2) Evaluasi . terpisah dapat d i l akukan oleh aparat 
pengawasan in t e rn pemer intah a tau p ihak eksternal 
Pemerintah. 

(3) Evaluasi terpisah dapat d i l akukan dengan menggunakan 
daftar u j i pengendalian in t e rn sebagaimana t e r can tum 
dalam l amp i ran yang merupakan bagian yang t idak 
terp isahkan dar i peraturan pemer intah i n i . 

Pasal 46 ; : 

T indak l an ju t rekomendasi has i l aud i t dan rev iu la innya 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 43 ayat (2) ha rus segera 
diselesaikan dan d i laksanakan sesuai dengan mekanisme 
penyeleoaian rekomendasi has i l aud i t dan rev iu la innya yang 
d i te tapkan. >, / 

Pasal 47 

(1) Penyelenggaraan Sistem pengendalian In te rn Pemerintah 
d i l ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten D o m p u 
dikoord inas ikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten 
Dompu . 



(2) Penyelenggaraan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan berdasarkan • p e t u n j u k : pelaksanaan 

• penyelenggaraan Sistem pengendalian In t e rn Pemerintah 
:" yang d i susun sesuai ' dengan ,; pedoman i v teknis 

penyelenggaraan Sistem pengendalian In t e rn Pemerintah 
yang d i te tapkan oleh Kepala- BPKP sebagai pembina 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian In t e rn 
Pemerintah. "V; . I 

(3) Ketentuan lebih l an ju t mengenai p e tun juk pelaksanaan 
penyelenggaraan Sistem pengendalian In t e rn Pemerintah 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i te tapkan dengan 
Keputusan Bupa t i . 

Pasal 48 

(1) Da lam proses pembangunan dan pengembangan Sistem 
pengendalian In t e rn Pemerintah d iben tuk sa tuan tugas 
Sistem pengendalian In te rn Pemerintah Daerah 

; Kabupaten D o m p u . 
(2) Ketentuan lebih l an ju t mengenai suSunan dan tugas 

pokok sa tuan tugas Sistem pengendalian In t e rn 
Pemerintah Kabupaten D o m p u d i te tapkan dengan 
Keputusan Bupa t i . 

BAB I I I 
. , PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP 

Pasal 49 

(1) Pemimpin perangkat daerah bertanggung jawab atas 
efektifitas penyelenggaraan Sistem pengendalian In t e rn 
d i l ingkungan masing-masing. 

(2) Un tuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem 
pengendalian In t e rn sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d i l akukan pengawasan in te rn atas penyelenggaraan 
tugas dan fungsi perangkat daerah te rmasuk 
akuntabi l i tas keuangan d a c r a l u •. 

Pasal 50 

(1) Pengawasan in t e rn sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
6 ayat (2) d i l akukan oleh Inspektorat Kabupaten D o m p u . 

(2) Inspektorat Kabupaten D o m p u sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) me lakukan pengawasan in te rn me la lu i : 
a. aud i t ; 
b. rev iu; ~' • 
c. evaluasi; 
d. pemantauan; dan 
c. kegiatan pengawasan la innya. : 

Pasal 51 

Inspektorat Kabupaten D o m p u ^melakukan pengawasan 
terhadap se lu ruh ; kegiatan da lam rangka penyelenggraan 
tugas dan fungsi perangkat daerah yang d idanai dengan 


